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Tantangan Masa 
Tenang Pilkada
AMPIR lima bulan masyarakat 
di berbagai daerah ’’menikmati’’ 
kampanye pilkada 2018. Rentang 
waktu itu tentu sangat cukup un-
tuk mengenal calon kepala daerah. 
Mulai dari sekadar nama, wajah, janji, dan 
juga sedikit karakter. Yang pernah dikunjungi 
secara langsung, mungkin, juga kecipratan 
secuil rezeki.
Besok (23/6) menjadi hari terakhir masa 
kampanye 17 pilgub, 39 pilwali, dan 115 pilbup 
dalam pilkada serentak 2018. Masa tenang di-
mulai sehari setelahnya, yakni 24–26 Juni 2018. 
Saat itu, penyelenggara pemilu akan membersih-
kan seluruh alat peraga kampanye yang tersebar. 
Pilkada memasuki masa tenang.
Hari itu pula menjadi batas akhir aktivitas 
kampanye bagi seluruh calon kepala daerah, wakil, 
serta tim sukses masing-masing. Masa tenang di-
harapkan memberikan waktu kepada masya-
rakat untuk berpikir dalam menentukan pili han. 
Mereka tak boleh diganggu. Bahkan, aturan pi-
dana dibuat untuk memagari masa tenang agar 
benar-benar steril dari aktivitas kampanye.
H
Tapi, aturan tetap saja benda mati. Di setiap 
masa tenang pemilihan umum, entah itu 
pemilu legislatif, pilkada, atau pemilihan 
presiden, masa tenang ibarat menjadi puncak 
waktu pelanggaran. Pagar regulasi yang ada 
tidak dilengkapi infrastruktur yang kuat. Mudah 
ditembus dan diakali.
Pengalaman di setiap pilkada menunjukkan, 
praktik money politics selalu digeber pada masa 
tenang. Tepatnya sehari sebelum hari pemilihan. 
Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang 
berupa uang yang dikirim ke setiap rumah. Ada pula 
yang berbentuk paket sembako. Ada yang lang-
sung komplet, ada yang diberikan separo dulu. 
Tim penegak hukum pemilu seolah tak bisa 
menghadang money politics pada masa tenang. 
Jangankan menghukum calon kepala daerahnya, 
menyentuh si kurir pun kerap maju mundur. 
Selain money politics, media sosial (medsos) 
menjadi tantangan besar masa tenang pilkada. 
Sangat mudah ditebak, kampanye terselubung 
melalui medsos akan terus berjalan. 
Ajakan memilih calon tertentu melalui media 
sosial akan semakin kuat pada saat mendekati 
hari pemilihan. Bahkan, kampanye negatif dan 
kampanye hitam sangat berpotensi meningkat 
pada masa tenang.
Penyelenggara pemilu, termasuk tim penegak 
hukum, sudah pasti sulit mengatasi dua masalah 
tersebut seperti pengalaman sebelumnya. 
Harapan terbesar tentu ada pada para pemilih. 
Mari menghormati masa tenang yang sebentar 
lagi datang. Mari menjadi pemilih yang pintar 
dengan tidak memilih calon yang suka 
melanggar aturan. (*)
Mewaspadai Ideologi Radikal di Kampus
PERNYATAAN Direktur Pencega-
han Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) Hamli bahwa 
ham pir semua perguruan tinggi 
negeri (PTN) sudah terpapar paham 
radikalisme menarik perhatian ma-
syarakat kampus. Apalagi, dia menye-
but tujuh PTN besar tidak luput 
dari susupan paham radikal.
Belakangan, Menteri Riset, Tekno-
logi, dan Pendidikan Tinggi Moha mad 
Nasir merencanakan upaya responsif 
yang akan mendata nomor telepon 
seluler dan media sosial mahasiswa. 
Selain itu, Menristekdikti akan me-
minta rektor untuk mendata pegawai, 
dosen, maupun mahasiswa yang ter-
papar radikalisme (jpnn.com, 7/6).
Bahaya Ideologi Radikal
Paham radikal atau ideologi radikal 
menurut pengertian kamus (Langen-
scheidts Growörterbuch Deutsch, 
1997) secara sederhana mengacu 
pada keadaan atau orang dan gera-
kan tertentu yang menginginkan 
perubahan sosial dan politik secara 
cepat dan menyeluruh (starke verän-
derungen) yang bukan tidak sering 
dilakukan dengan menggu nakan 
cara-cara tanpa kompromi dan bah-
kan kekerasan (gewalt anzuwenden), 
bukan dengan cara-cara damai. 
Karena pola pilihan gerakan yang 
tanpa kompromi dan bahkan dengan 
kekerasan itulah jelas sekali letak 
bahaya ideologi radikal tersebut.
Sayang, sering kali konotasi istilah 
itu di Indonesia dikaitkan dengan 
agama tertentu. Radikalisme Islam, 
misalnya. Padahal, cara-cara tanpa 
kompromi dan kekerasan itu pada 
realitas historis bisa menempel ke 
siapa pun dan lembaga apa pun. 
Terlepas dari realitas historis-termi-
no logis tersebut, bahaya ideologi 
radikal jelas akan bersinggungan 
dengan demokrasi dan kelangsungan 
negara-bangsa Indonesia.
Nilai-nilai universal demokrasi 
seperti kebebasan, kesetaraan, plu-
ralisme, dan hak asasi manusia akan 
tertantang dengan hadirnya panda-
ngan radikal, fanatis, serta tanpa 
kompromi atas agama. Padahal, 
pandangan itu didasarkan pada 
interpretasi individual dan persepsi 
ajaran agama yang sempit.
Yang dikhawatirkan, pandangan 
seperti itu yang tumbuh merebak 
di kampus akan mewarnai corak 
pemahaman serta sikap mahasiswa 
dalam menjalani hidup bermasya-
rakat. Tentu, itu akan menjadi faktor 
penghancur sendi-sendi demokrasi 
Pancasila yang telah menjadi pilihan 
ideologi bangsa Indonesia.
Ideologi radikal juga akan berba-
haya bagi kelangsungan kehidupan 
bangsa Indonesia. Bisa jadi akan 
berujung pada krisis kebangsaan 
dalam bentuk minimnya kesadaran 
akan apa sebenarnya konsep bangu-
nan negara-bangsa Indonesia. Na-
sionalisme akan tertantang oleh 
ideologi radikal yang tidak membe-
rikan ruang terhadap idiom ’’identitas 
nasional’’ yang semestinya dibangun 
di atas pluralitas agama, suku, ba-
hasa, dan budaya.
Karena bahayanya jelas, mewas-
padai ideologi radikal itu menemukan 
relevansinya. Namun, para pengam-
bil kebijakan perlu memilih dan 
memilah langkah strategis dan sis-
temik yang tepat bagi kelangsungan 
pembelajaran yang kondusif dan 
berdaya guna bagi kepentingan 
investasi SDM pada masa depan.
Aspek ideologi radikal mana yang 
perlu diwaspadai, bahkan dilarang, 
juga mesti dipertimbangkan secara 
matang untuk menghindari terjebak 
pada langkah teknis yang tidak 
semestinya dilakukan pihak kampus 
seperti memata-matai nomor tele-
pon seluler dan media sosial maha-
siswa, pegawai, serta dosen.
Butuh Intelektualisme
Langkah strategis yang perlu 
dilakukan para penentu kebijakan 
adalah memberikan ruang tumbuh 
kembangnya iklim akademis dan 
intelektualisme (Intelektualisme 
Yes) dan mempersempit atau bahkan 
meniadakan ruang ideologi radikal 
dalam arti gerakannya (Gerakan 
Ideologi Radikal No).
Pengkajian berbagai macam ideo-
logi yang berkembang di dunia se-
cara akademis mesti tetap perlu 
dilakukan. Ideologi apa pun dijadi-
kan subject matter dalam proses 
pembelajaran. Sebagai lembaga 
keilmuan, tidak ada salahnya ideo-
logi dijadikan objek kajian. Tentu 
dengan proses pengkajian yang 
multiperspektif dan diperlakukan 
sebagai ilmu untuk ilmu.
Sumber informasi berupa buku 
yang berimbang perlu disediakan 
dalam rangka memberikan wacana 
seluas-luasnya kepada mahasiswa. 
Diberikan ruang untuk mendisku-
sikan temuan-temuan hasil peng-
kajian, baik secara tertutup maupun 
terbuka, di bawah bimbingan dosen. 
Dikatakan tertutup kalau temuan 
masih memerlukan langkah validasi, 
pengujian, dan pembahasan inter-
nal. Baru setelah dinilai valid dan 
mempunyai nilai kebenaran ilmiah, 
temuan bisa disebarluaskan. Namun, 
dalam kaitannya dengan ideologi 
bangsa, perlu ada pe nyaringan ter-
hadap ideologi yang tidak sesuai.
Iklim akademis seperti itu perlu 
diciptakan dalam rangka memenuhi 
tuntutan idealitas intelektual yang 
menurut Antonio Gramsci dapat 
berperan sebagai pencerah perada-
ban lewat ide, konsep, bingkai, dan 
teoretik. Kampus harus berfungsi 
sebagai lembaga penyedia intelek-
tual. Di samping itu, dari iklim 
akademis yang kondusif, diharapkan 
–sebagaimana diungkapkan Mudji 
Sutrisno– tampil cendekiawan orga-
nik dengan lingkungan pengolahan 
akademik dan penelitian yang tiap 
kali memberikan masukan untuk 
proses peradaban dari tingkat mikro 
semisal kampus yang mengolah terus 
model pendidikan sampai sebuah 
pusat kajian makro untuk perubahan-
perubahan negara dalam tingkat 
putusannya (Mudji Sutrisno: 2002).
Namun , kampus harus mewaspadai 
dan melakukan pengawasan, bahkan 
mungkin perlu pelarangan bertrans-
formasinya paham intelektual ideo-
logis menjadi gerakan ideologis 
radi kal. Hal itu bisa dilakukan de-
ngan cara pendam pingan mahasiswa 
secara sistemik oleh dosen yang 
berkompeten dan otoritatif sehingga 
didengar serta dipatuhi mahasiswa.
Gagasan Azyumardi Azra yang 
menyarankan pemerintah membe-
rikan ruang kembali bagi organisasi-
organisasi ekstrakampus seperti 
HMI, PMII, dan IMM untuk masuk 
kampus menemukan titik urgensinya. 
Tujuannya, gerakan ideologi radikal 
yang sudah mencemari kampus 
bisa dilawan oleh organisasi-organi-
sasi yang jelas-jelas beraliran religius 
nasionalis tersebut. (*)
*) Dosen UIN 
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Dana Desa Hidupkan Ekonomi Pedesaan 
ANWAR SANUSI BINCANG  URBANISASI  DENGAN
Arus balik biasanya diikuti kenaikan laju perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Sejak tiga tahun ini, laju urbanisasi bisa 
ditekan seiring menggeliatnya ekonomi pedesaan karena dana desa. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Taufiqurrahman dengan 
Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi.
Kecewa Layanan Pembayaran 
Pajak Kendaraan
SAYA pemegang kartu kredit Mega Carrefour bernomor 
4890870053148483. Pada Desember 2017, saya mendapat 
tawaran lewat SMS untuk menerima cash back dari setiap 
transaksi. Sesuai janji, dua bulan sejak tanggal periode promo 
akan dikreditkan cash back-nya. Tapi, kenyataannya, cash 
back tersebut tak kunjung dikreditkan. 
Padahal, saya sudah tiga kali menanyakan ke call center. 
Mereka mengonfirmasi bahwa saya sudah memenuhi syarat 
dan ketentuan pemberian cash back tersebut.
Saya memberi masukan agar Mega Carrefour tidak sekadar 
memberikan penawaran. Harus ada realisasinya.
ANITA TANDIAN, 
Jalan Kapasari, Surabaya, 085646386xxx
Cash Back Tidak Sesuai Janji 
ILUSTRASI: CHIS/JAWA POS
SEBENTAR lagi coblosan pilkada 
serentak dilaksanakan. Tepatnya 27 
Juni 2018. Pilgub maupun pilwali/
pilbup di Jatim. Sebelum coblosan, 
ada masa tenang. Yakni, 24 sampai 
26 Juni 2018. 
Layaknya perhelatan pilkada pada 
umumnya, APK (alat peraga kam-
pa nye) pasangan calon kepala dae-
rah selalu ber tebaran. Di jalan-jalan, 
gang-gang, warung-warung, dan 
rumah pen duduk. Pohon dan tiang 
listrik pun tak luput dari serbuan 
APK tersebut.
Baliho, umbul-umbul, spanduk, 
dan APK lain yang pemasangan 
dan penyebarannya difasilitasi KPU 
relatif sudah tertib. Sayang, panwaslu/
Bawaslu mungkin kurang jeli ter-
hadap pemasangan APK oleh tim 
sukses paslon di jalan-jalan kampung 
dan gang-gang sempit padat pen-
duduk. Stiker ditempel di tiang listrik. 
Begitu pula poster. Bertebaran di 
mana-mana. Tentu hal tersebut 
mengganggu keindahan peman-
dangan. 
Agar masa tenang betul-betul 
menjadi hari-hari yang tenang, semua 
pihak terkait (mulai paslon, KPU, 
pengawas pemilu, hingga aparat 
pemda setempat) harus membersih-
kan APK itu sebersih-bersihnya. 
Terima kasih.
YUSUF M. RIDHO, 
Kranggan, Mojokerto 08124954***  
Tertibkan Peraga Kampanye Pilkada 
SEHUBUNGAN dengan keluhan 
saya yang dimuat di Pembaca 
Menulis, saya sampaikan bahwa 
pada 11 Juni, Bapak Tri selaku kepala 
bengkel UMC A. Yani Surabaya telah 
merespons dengan menghubungi 
saya serta memohon maaf atas keja-
dian yang saya alami. Selanjutnya, 
besoknya (12/6) mobil saya diambil 
serta dikembalikan ke rumah setelah 
dilakukan servis. 
Saya mengapresiasi respons cepat 
tersebut. Saya juga mengucapkan 
terima kasih atas pelayanan kru 
UMC A. Yani. 
BUDI M.S., 
Jl Ngagel Madya V, Surabaya, 
0811371xxx
Respons Cepat UMC A. Yani
Seberapa besar dana desa
berperan menekan laju
urbanisasi? 
Masih harus dilakukan pengkajian dan 
pembuktian lebih lanjut. Tapi, saya optimistis 
dengan kondisi saat ini. Ekonomi desa mulai 
bangkit. Orang akan lebih betah tinggal di 
desa. Itu akan menekan laju urbanisasi. 
Saya yakin bisa mengurangi 30 sampai 40 
persen. 
Apakah di desa sudah tercipta
lapangan pekerjaan yang memadai? 
Tentu. Tiga tahun dikucurkan dana desa, 
di desa saat ini sudah banyak lapangan 
pekerjaan. Paling kelihatan yang bersifat 
paro waktu (part time), yang dihasilkan 
oleh program padat karya. Pekerjaannya 
lebih pada proyek infrastruktur. Ya tentu 
selama proyek masih ada. 
Tapi, kan tidak permanen? 
Benar. Tapi ingat juga, ada pekerjaan-pe-
kerjaan baru yang bersifat full time. Tetap. 
Itu dihasilkan dengan bermuncul annya 
badan-badan usaha desa yang meru pakan 
salah satu di antara target penyaluran dana 
desa. Yakni, badan usaha milik desa atau 
BUMDes. Belum lagi bermunculannya 
usaha-usaha kecil me nengah yang dikelola 
perorangan. 
Apa saja usaha yang dibangkitkan
oleh dana desa? 
Banyak. Bervariasi. Prinsip ekonomi desa 
yang kami pakai kan berdasar program 
produk unggulan kawasan pedesaan (pru-
kades). Artinya, kami berusaha membangun 
satu klaster ekonomi khusus di desa sesuai 
dengan keunggulan komoditas di desa ter-
sebut. Kami integrasikan mulai hulu sampai 
hilir. Kemarin kami sudah teken 300 
komitmen kerja sama prukades di 110 
kabupaten-kota. Ada yang sepakat mengem-
bangkan industri kopi, kakao, tebu, udang, 
macam-macam. 
Bagaimana tren 5–10 tahun ke depan? 
Saya rasa, kalau ekonomi desa bangkit, 
tidak hanya menekan urbanisasi. Tapi seba-
liknya, yang akan terjadi adalah ru ralisasi. 
Orang-orang berpindah ke desa. Kita tahu 
kan, kualitas hidup di kota tidak terlalu ba-
gus. Kita bekerja siang malam. Jadi eco-
nomic animal. Pasti semua ingin hidup yang 
lebih berkualitas. Sore-sore sudah ngaji. Nggak 
mikir pekerjaan. (*/c11/agm) 
KAMIS (21/6) atau hari 
pertama masuk kerja pas-
cacuti Lebaran, saya mela ku-
kan pembayaran pajak tahu-
nan kendaraan bermotor 
sekaligus pergantian STNK 
(lima tahun sekali) di kantor 
Samsat Rembang, Jawa Te ngah. 
Namun, saya sangat kecewa 
dengan pelayanan samsat. 
Pertama, untuk pembayaran 
di kasir, beberapa wajib pajak 
dipanggil sekaligus sesuai 
nomor antrean. Cara itu 
sangat berisiko. Bisa terjadi 
human error seperti yang 
saya alami. Kasir menanyakan 
kepada saya apakah saya 
sudah menyerahkan uang 
pembayaran. 
Padahal, saya sudah menye-
rahkan uang pembayaran 
bersama dengan wajib pajak 
lain yang dipang gil secara 
bersamaan tersebut. Jika 
tidak bisa menangani dengan 
baik pembayaran secara 
manual, sebaiknya Samsat 
Rembang bekerja sama de-
ngan bank atau pihak lain. 
Itu bertujuan mencegah hu-
man error yang bisa me-
rugikan wajib pajak.
Kedua, setelah pembayaran 
dilakukan, pelat nomor ken-
daraan ternyata tidak bisa 
langsung diambil wajib pajak. 
Dibutuhkan waktu sekitar 
tiga bulan setelah pembayaran 
untuk bisa mengambil pelat 
nomor tersebut. Padahal, 
pemerintah selalu meminta 
wajib pajak untuk membayar 
pajak tepat waktu dan akan 
kena sanksi jika telat mem-
bayar pajak. Tetapi, di sisi 
lain, pemerintah, dalam hal 
ini samsat dan Pemprov Ja-
teng, tidak bisa memenuhi 
hak wajib pajak dengan baik 
dan tepat waktu. 
Mohon tanggapan Samsat 
Rembang.
SUPRIYANTO, 
RT 1, RW 2, Magersari, 
Rembang, 085105004xxx
DOKUMEN JAWA POS
Marketing: Dyah Shianti, Rensi Dewi Bulan, Lucia 
Cicilia, A. Syafi ’i Zemud, Kiagus Firdaus, Retno Palupi, 
Leanda Masius, Yuni Tan, Andreswari, 
Sirkulasi: David Arya, Mochammad Sholeh
Event: Farid Asmoro
Keuangan: Rina Prabawati
HRD: Siti Handayani  
Sekretaris Redaksi: Dava Novianti, Clarissa Diva   
Pracetak: M. Tova Maulana Irfan, Satrijo M. Prabowo
Penerbit: PT Jawa Pos Koran
Direktur Utama: Leak Kustiyo
Direktur: Andreas Didi, Ivan Firdaus, Eddy Nugroho
Konsultan Hukum PT Jawa Pos Koran:
Yusril Ihza Mahendra
Ombudsman: M. Choirul Shodiq, Rohman Budijanto
Alamat Redaksi: Graha Pena Lt. 4 Jl. A. Yani 88,
Surabaya, 60231
Jawa Pos Metropolitan 
General Manager: Suprianto
Kepala Kompartemen: Susilo
Redaktur: Arief Indra 
Dwisetyadi, Latu Ratri 
Mubyarsah, Ali Mahrus, 
Mochammad Dinarsa 
Kurniawan
JawaPos.com
Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab: Dhimas 
Ginanjar Satria Perdana
Jawa Pos Group Newsroom
General Manager:
Bambang Janu
Manager: Abdul Rokhim
Jawa Pos Radar
Direktur: Justin M. Herman
Radar Malang: Kurniawan Muhammad Radar Kediri: Tauhid Wijaya 
Radar Tulungagung: Wahyudi Novianto Radar Madiun: Aris Sudanang 
Radar Bojonegoro: Zahidin H. Muntaha Radar Mojokerto: Andung Kurniawan 
Radar Bromo: Sholihuddin Radar Jember: Choliq Baya Radar Banyuwangi: Samsudin 
Adlawi Radar Madura: Abdul Aziz Radar Solo: Taufi k Lamade Radar Semarang: Baehaqi 
Radar Kudus: Baehaqi Radar Jogja: Eri Suhariyadi  Radar Bali: Justin M. Herman.
Percetakan: PT Temprina Media Grafi ka
Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31 Wringinanom, Gresik.
Telepon Redaksi: 031-8283333 (hunting), Fax: 031-8285555.
Telepon Iklan: 031-8202275, Fax: 031-8294578.
Telepon Pemasaran: 031-8202000, Fax: 031-8250009
Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan,
Telepon: 021-53699500, Fax: 021-5349207 Homepage: http//www. jawapos.com
Email: editor@ jawa pos.co.id  Harga Langganan: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 98.000 
Jakarta: Rp 90.000 Luar Pulau: Tambah ongkos kirim
Jawa Pos 
Wartawan Jawa Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Jawa Pos dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas. Semua artikel dalam rubrik Komunikasi Bisnis/Politik/Pemerintahan/Pendidikan adalah pariwara. Semua artikel yang ditulis oleh Tim Liputan Iklan adalah pariwara.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Marsudi Nurwahid P.
Wakil Pemimpin Redaksi: Nanang Prianto, Suprianto, Abdul Rokhim
Kepala Liputan: Arief Santosa Asisten Kepala Liputan: Sofyan Hendra, Achmad 
Baidhowi  Senior Editor: Rohman Budijanto Kepala Kompartemen: Candra 
Wahyudi, Fathoni P. Nanda, Ariyanti Kurnia, Doan Widhiandono, Tatang Mahardika 
Redaktur: Mukas Kuluki, Ibnu Yunianto, Amri Husniati, Endrayani Dewi, Anda 
Marzudinta, Sidiq Prasetyo, Fatkhurroziq, Agus Muttaqin, Firzan Syahroni, Baskoro 
Yudho, M. Sholahuddin, Retnachrista R.S., Tomy C. Gutomo, Moh. Ilham Butsiyanto, 
Any Rufaidah, Dwi Shintia Irianti, Janesti Priyandini, Nur Aini Roosilawati, Naufal Widi 
Asmoro, Ahmad Ainur Rohman, Dani Nur Subagiyo, Anggit Satriyo Nugroho
Asisten Redaktur: Anton Hadiyanto, Kardono Setyorakhmadi, Andrianto Wahyudiono, 
Miftakhul Fahamsyah, Suryo Eko Prasetyo, Eko Priyono
Reporter: Aris Imam Masyhudi, Maya Apriliani Eko Susanti, Candra Kurnia, Khusnul 
Cahyadi, Indria Pramuhapsari, Tri Mujoko Bayuaji, Thoriq Sholikhul Karim, Siti Aisyah, 
Sekaring Ratri Adaninggar, Khafi dul Ulum, Restu Destiamardianti, Gunawan Sutanto, 
Diar Candra Tristiawan, M. Hilmi Setiawan, Bayu Putra, Ilham Dwi Ridlo Wancoko, Nora Sampurna, 
M. Salsabil A’dn, Juneka Subaihul Mufi d, Narendra Prasetya Utama Wijaya, Brianika Irawati, Ariski 
Prasetyo Hadi, Nuris Andi Prasetyo, Puji Tyasari, Ferlynda Putri Sofyandari, I’ied Rahmat Rifadin, 
Agus Dwi Prasetyo, Farid Satya Maulana, Virdita Rizki Ratriani, Fahmi Samastuti, Septinda Ayu 
Pramitasari, Shabrina Paramacitra 
Fotografer: Mahesa Indra (Koordinator Surabaya), M. Ali (Koordinator Jakarta), Dipta Wahyu 
Pratomo, Agus Wahyudi, Becky Subechi, Yuyung Abdi, Raka Deny, Slamet, Nur Frizal K., Guslan 
Gumilang, Angger Bondan, Hendra Eka, Dite Surendra, Fedrik Fernando Tarigan, Ahmad Khusaini, 
Imam Husein, Miftahulhayat
Editor Bahasa: Andri Teguh Pryantoro (kepala), Didik Haryono, Hapidhoturropiah, Ernawati, Frido 
Sri Adawina, Irwan Herdyanto, Yusuf M. Ridho
Tim Liputan Iklan 
Redaktur: Maharani Wanodya Anugerah Primarissa
Asisten Redaktur: Xaveria Rahmani Utami, Koko Kurniawan, Agus Wirawan
Reporter: Nadia Hanum, Erwin Zulfi kar, Ari Setiyaningrum, Farah Fauziah, 
Ratih Paramitha Fotografer: Andriansyah Ramadhan Poetra
Desain Grafis dan Tata Artistik: Agung Kurniawan (koordinator), Taufi k Teguh S., Budiono, Bagus 
Hariadi, Siswoyo, Wahyu Kokkang, Herlambang Bintang, Imas Ayu, Rizki Agung, Andrew William
E-koran ini diarsip oleh: www.pustakakoran.com - Pusat Dokumentasi E-koran di Indonesia
